
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SI'LAWTSI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN

PENATAUSAHAAN, PENGEI,OLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAH UANG (TU)

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA KOTAIUOBAGU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O17 dan

demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja

Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan (UP) dan

pengaturan mekanisme pengelolaan, penatausahaan serta

pertanggungiawaban Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU)

dan Tambah Uang (TU).

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); q
\



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan

Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang Nomor 23 Tat.run 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 20OS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45Zg);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5 tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 20Og tentang
Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Standar Akuntansi pemerintaian Berbasis
Ala-ual pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2O 1 5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Kotamobagu Tahun Anggal:an 2OlT;

21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor

tentang Penjabaran Anggaran pendapatan

Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017.

6l Tahun 2O16

dan Belanja Daerah

h



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penetapan Besaran

Uang Persediaan (UP), dan Penatausahaan, Pengelolaan,

Pertanggungiawaban Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU)

dan Tambah Uang (TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DpRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan ssfagian tugas BUD. q



9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggarzrn untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan
untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan
kegiatan operasional kantor sehari-hari.

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Spp_Up
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (reuoluing) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.

14. SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKpD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

BAB II

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKpD,
Anggaran dapat diberikan Uang persediaan

Bendahara Pengeluaran.

kepada Pengguna

yang dikelola oleh
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Pasal 3

Pemberian Uang Persediaan pada Satuan Keda Perangkat

Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu digunakan untuk
membiayai operasional sehari-hari atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Penetapan besaran pemberian Uang Persediaan pada SKpD
diperhitungkan dari jumlah pagu Belanja Langsung di
masing-masing SKPD pada tahun berkenan dengan rincian
sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENATAUSAHAAN, PENGELOLAAN

UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN

TAMBAH UANG (TU)

Pasal 5

(1) Uang Persediaan (Up) hanya digunakan untuk jenis
pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh
Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan
barang dan / atau jasa, kecuali untuk pembayaran belanja
barang dan / atau jasa yang digunakan untuk belanja rutin
/ operasiona_l sehari-hari, dengan jumlah batasan belanja
setinggi- tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

(2) Pengajuan SPP-UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran sekali pada awal tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Uang Persediaan (UP) bersifat pengisian kembali (reuoluing)

dengan instrumen Ganti Uang (Spp-GU),

dipertanggungiawabkan dengan menyerahkan SPM_GU

serta rincian penggunaan dana dan digunakan untuk
pembayaran pe4'alanan dinas, honorarium, insentif, tagihan
listrik, tagihan telepon, tagihan air, pajak kendaraan
bermotor, bahar bakar minyak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran belanja modal. h



Pengajuan dan penerbitan dokumen SPP-TU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dengan Uang Persediaan dan kegiatan yang bisa
diselesaikan sesuai batas waltu pertanggungjawaban TU.

Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikarenalan kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan
dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Persetujuan Permohonan TU oleh ppKD selaku BUD
sebagaimana dimal<sud pada pasal 6 ayat (4) harus disertai
dengan rincian rencana penggunaan, penjelasan keperluan
pengisian TU dan Surat pernyataan dari pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bahwa TU digunakan
dan dipertanggungiawabkan paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk
kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran
langsung (LS).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

DANAUP IGU /TU
Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan
dalam I (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang disetor ke
rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

( 1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggung-jawabkan penggunaan Uang persediaan

/ Gant: Uang Persediaan kepada kepala SKpD melalui
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. q't

(2t

(3)
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(21 Bendahara Pengeluaran sec€rra fungsional wajib
mempertanggungiawabkan penggunaan Uang persediaan /
Ganti Uang Persediaan kepada ppKD selaku BUD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Pada akhir periode tahun anggaran berkenan sisa
Uang Persediaan yang masih berada pada penguasaan
Bendahara Pengeluaran dimasing-masing SKpD baik pada
posisi rekening Kas Bank mitik SKPD maupun
Kas Tunai harus disetor kembali ke rekening Kas Umum
Daerah.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10

Apabila pertanggungiawaban TU melewati 1 (satu) bulan
SKPD yang bersangkutan diberikan sanksi yang ditetapkan
oleh PPKD selal<u BUD berupa penundaan pemberian
Tambahan Uang (TU) sampai dengan tahun anggaran
berkenan berakhir melalui surat pemberitahuan kepada
kepala SKPD.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat dicabut atau ditarik kembali atas persetujuan
Walikota Kotamobagu dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pengguna Anggaran telah mempertanggunglawabkan
Tambahan Uang Nihil (TU-Nihil) Kepada ppKD selaku
BUD.

b) Pengguna Anggaran menyampaikan permohonan /
telaahan kepada Walikota Kotamobagu atas
pencabutan sanksi.

(1)

{2t
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya

memerintahkan Pengundangan Peraturan walikota ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Januari 2Ary

qurALrKoTA KO?AMO I,AilU 
y'

\-

di Kotamobagu
Januari 2017

DAERAH

PBAGtI-

\-

, S.IP.MM
PEMBINA .AMA MUDA
NIP. 197 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 2.

NO. PE.IABAT PAIqF
1. SEKRETARIS DAERAH tlb

/1
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM tu
3. KEPALA BAGIAN HUKUM 'Ur

4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH u

SEKRET

pada



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Walikota Kotamobagu
2 -Tahun 2ot7
3 Mnuat Qot'l

Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) dan Penatausahaan,
Pertanggungfawaban Uang Persediaan (UP), Ganti Uang
Tambatr Uang (TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol7

Pengelolaan,
(GU) dan
Pemerintah

\-

\-

qitrTALIKOTA KOTAMOBAGU

KODE SATUAN KBRJA JUMLAH UP
1.01.1.1 Dinas Pendidikan Rp. 75.000.000
1.02.1.1 Dinas Kesehatan Rp. 75.000.000
1.03.1.1 Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruanq Rp. 75.000.000
1.O3.2.1 Badan Penanggulanean Bencana AIam Daerah Rp.50.000.000
1.O3.3.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp. 75.000.000
1.05.1.1 Badan Kesatuan Banqsa dan Politik Rp. 50.000.000
1.05.2.1 Satuan Polisi Pamong Praia Rp. 50.000.000
1.06. 1.1 Dinas Sosial Rp. 50.000.000
2.O2.t.L Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Rp. 50.000.000

2.03.1.1 Dinas Ketahanan Pangan Rp. 25.000.000
2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Rp. 50.000.000
2.06.L.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 50.000.000
2.O7.I.L Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 50.000.000
2.08.1.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Rp. 50.000.000

2.A9.t.L Dinas Perhubungan Rp. 50.000.000
2.10.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 75.000.000
2.12.1.r Dinas Penanaman Modal dan Pelayana.n Terpadu Satu

Pintu Rp. 50.000.000

2.L3.L.1 Dinas Kepemudaan dan Olahrasa Rp. 50.000.000
2.16.t.r Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 25.000.000
2.18.1.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp. 25.000.000
3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Perikanan Rp. 75.000.000
3.06.1.1 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Rp. 75.000.000

3.07.1.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Keria Rp. 50.000.000
4.01.3.1 Sekretariat Daerah Rp. 75.000.000
4.OL.4.L Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 75.000.000
4.01.10.1 Kecamatan Kotamobagu Utara Rp. 25.000.000
4.01.1 1.1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Rp. 25.000.000
4.OL.12.t Kecamatan Kotamobagu Timur Rp. 25.000.000
4.01.13.1 Kecamatan Kotamobagu Barat Rp. 25.000.000
4.O2.L.L Inspektorat Daerah Rp. 50.000.000
4.03.1.1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rp. 50.000.000
4.O4.5.2 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 75.000.000
4.05.9.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rp. 50.000.000

NO. PE.JABAT PAw
1. SEKRETARIS DAERAH n ll
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u-'
3. KEPALA BAGIAN HUKUM \,r
4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH L


